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HALAMAN PENGESAHAN 

 

1. Nama Kegiatan : Program Pengalaman Lapangan 

2. Pelaksana : Fajar Satriyawan Wahyudi 

a. Nama :    

NO NAMA NIM 

1 Fajar Satriyawan Wahyudi 432022321043 

2 Ardhian Ahmad Syakuro 432022321 

b. Kelas : A 

c. Fakultas/Pengelola : Syariah 

d. Prodi/Unit Kerja          : Hukum Ekonomi Syariah 

3. Jumlah Biaya : Rp. 900.000 

4. Sumber Dana : Dana Praktikum 

5. Lokasi Kegiatan : Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A,Jl. Ir 

Juanda No.25, Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten  Ponorogo Jawa Timur 
 

Ponorogo, 9 September 2023 

Mengetahui, 

Pembimbing Pamong 

 

 

 

 

Nama 

*NIP/NIY/NIK 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

 

Muhammad Agus Setiawan, S. H, M.H. 

NIY. 

 

Menyetujui, 

Wakil Dekan 1 

Fakultas Syariah 

 

 

 

Ahmad Muqorobin, S.H.I., M.A., Ph.D 

NIY. 150503 

 

Ketua Progam Studi 

Hukum Ekonomi Syariah 

 

 

 

Muhammad Abdul Aziz, S.H.I., M.Si 

NIY. 160542 
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DESKRIPSI KEGIATAN 

 

Nama dan Tema 

Nama Kegiatan : Progam Pengalaman Lpaangan 

Tema Kegiatan : Masukkan tema kegiatan kalian 

   

Waktu dan Kegiatan 

Hari : Senin 

Tanggal : 26 Mei 2025 

Waktu : Pagi -Selesai 

Tempat : Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A 

Pelaksanaan : Offline 

 

 

TUJUAN KEGIATAN 

 

1. Mengembangkan Kompetensi: Meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

mahasiswa dalam bidang profesionalnya 

2. Penerapan Teori Praktis: Menghubungkan teori yang dipelajari di kelas 

dengan praktik nyata di lapangan 

3. Pengembangan Soft Skill: Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, bekerja 

sama, dan memecahkan masalah. 

4. Meningkatkan Kesiapan Kerja: Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki 

dunia kerja dengan lebih siap dan percaya diri. 
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ANGGARAN KEGIATAN  

A. Konsumsi 

No 

Nota 
Tanggal Nama Toko 

Nama 

Barang 
Vol Satuan Harga @ Jumlah 

01 25/06/2025 
Roti Lapis 

Surabaya 
Campur 2 Pack Rp 40000 Rp 40.000 

Total Rp 80.000 

        
B. Penyewaan dan Jasa 

No 

Nota 
Tanggal Nama Toko 

Nama 

Barang 
Vol Satuan Harga @ Jumlah 

01 30/7/2025 Indomaret Sembako 1 Pcs Rp 350.000 350.000 

Total 350.000 

        
Konsumsi Rp 80.000 

    
Penyewaan dan 

Jasa 
Rp350.000 

    

Total Rp 430.000 
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PROFIL LEMBAGA /TEMPAT PPL 

 

1. SEJARAH 

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo : 

 Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 No 20 jo Stbd 
1835 No 58. 

 Perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama 
Ponorogo berdasarkan Stld 1828 No 55, Stbd 1854 No 128 dan Stbl 1882 No 152. 

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Ponorogo : 

1. KH. Human-Affraid 1947 - 1950 

2. KH. Syamsuddin 1950 - 1960 

3. KH. Moch. Hisjam 1960 - 1974 

4. K. Abidoellah 1974 - 1979 

5. Drs. Muchtar RM 1979 - 1990 

6. Drs. H. Moh. Djamhur, SH 1990 - 1999 

7. Drs. H. Muchtar RM, SH, M.Ag. 1999 - 2006 

8. M. Hasjim, SH 2006 - 2007 

9. H. Masyhuri Badar, SH 2007 - 2010 

10. H. Machfudz, S.H. 2010 - 2013 

11. Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. 2013 - 2016 

12. Dr. H. M. Munawan, S.H., M.Hum 2016 - 2018 

13. Drs. H. Asrofi, S.H., M.H. 2019 - 2020 
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14. Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H. 2020 - 2020 

15. H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H. 2021 - 2022 

16. Drs. Zainal Arifin, M.H. 2022 - 2024 

17. Drs. H. Sumarwan, M.H. 2024 - 2025 

18. Muhammad Jati Muharramsyah, 
S.Ag., S.H., M.H. 

2025 - sekarang 

Sejarah pembentukan Daerah Tingkat II di wilayah PA Ponorogo 

Islam adalah merupakan agama yang paling dominan bagi nasyarakat 
Ponorogo, masuknya Islam di Ponorogo berasal dari Kerajaan Demak dibawa 
oleh Adipati Betoro Katong. Pada sekitar tahun 1572M di Ponorogo terdapat 
sebuah Pondok Pesantren terkenal dan mempunyai ribuan santri yang datang 
dari berbagai daerah, yaitu bernama "Pondok Tegalsari" yang diasuh oleh 
Kyai Agung Anom Besari salah satu seorang santri Tegalsari yang telah 
banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Pujannga Ronggo Warsito. 
Keturunan dari Kyai Ageng Anom Besari ada yang bertempat tinggal di 
Malaysia menjabat sebagai perdana menteri yang pertama yaitu Tengku 
Abdurrahman. 

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Ponorogo : 

     1.   Masa Penjajahan Belanda : 

Agama Islam yang berkembang di Ponorogo dan ajaran Islam menjadi bagian 
kehidupan masyarakat yang ditaati oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo 
termasuk bidang akhwalusy syaksiyah dan muamalah yang menyangkut 
bidang kebendaan. Apabila timbul perselisihan diantara orang Islam mereka 
bertakhim kepada Kyai dan pada umumnya mereka patuh kepada fatwa 
yang disampaikan Kyai tersebut. 

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah didirikan lembaga yang 
menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian 
diperkuat kedudukan lembaga tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda 
dengan penerapan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama 
Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan Laandraaad di Jakarta tanggal 15 
Februari 1849, yaitu membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya 
tertentangan dengan Hukum Islam, hal ini dipertegas dalam compendiun 
dalam Stbl 1828 No 55 dan Stbl 1854 No 129 jo Stbl 1855 No 2. 
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Kemudian lembaga peadilan bagi orang-orang Islam pada jaman penjajahan 
Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No 152 dengan nama 
Raad Agama atau Western Raad. Terbukti Raad Agama di Ponorogo pada 
tahun 1885 telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara 
sangat luas, diantaranya telah menyelesaikan / memutus perkara waris, 
nafkah fasah dan sebagainya (arsi putusan tahun 1885). Pada tahun 1937 
pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau "receptie theorie" 
secara berangsur-angsur wewenang Raad Agama dikurangi atau dibatasai 
kecuali hanya masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR). Adapun perkara 
kebendaan termasuk amal waris menjadi wewenang Land Raad / Pengadilan 
Negeri, sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 f dan 610, karena itu 
Putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara (NTCR). 

      2.   Masa Penjajahan Jepang : 

Pengadilan Agma Ponorogo pada jaman penjajahan Jepang tetap 
menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan orang-
orang Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan hukum yang 
diperunakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 No 152 jo 
Stbl 1937 No 116 dan 610 dan Hukum Islam yaitu menangani perkara NTCR. 

Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan, produk zaman 
Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937, 1943 dan sebagainya dan keunikan 
putusan ini masih ditulis dengan tangan yang rapi. 

      3.   Masa Kemerdekaan : 

Kondisi Pengadilan Agama Ponorogo setelah proklamasi kemerdekaan RI 
tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat pemeriksaan perkara bagi 
orang-orang Islam dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari 
rumah ke kerumah lain milik tokoh masyarakat kota Ponorogo. 

Pada umumnya Hakim Agama berststatus honorer serta sarana dan 
prasarananya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga 
pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan 
wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam perkara 
NTCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610. 

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari pada ulama' 
dan tokoh masayarakat secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo 
mempunyai gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara 
Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES Ponorogo) dan mulai tahun 1982 
kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 
Ponorogo sampai sekarang. 

Susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Ponorogo pada saat itu 
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dijabat oleh : 

Ketua    : H. Djamaluddin 

Hakim   : 1. K. Bukhori 

  : 2. K. Hasanuddiin 

  : 3. K. Bani Isroil 

  : 4. K. Syujuthi 

Panitera : Kaelan 

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai sidang 
dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan 
perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat 
setelah diundangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pada tahun 1982 sampai tahun 
2005 Pengadilan Agama Ponorogo menempati Kantor tersebut dan terus 
berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B (dikutip dari 
Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003) dan pada tahun 2022 
Pengadilan Agama Ponorogo mendapatkan peningkatan kenaikan kelas menjadi 1A 
berdasarkan Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 811/SEK/SK/VII/2022 tanggal 
04 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Ponorogo. 

 

2. STRUKTUR 

 
3. TUGAS DAN FUNGSI 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam 
pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan 
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peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan 
lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan 
Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan 
kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari 
keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. 

Pengadilan Agama Ponorogo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama 
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara 
di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, 
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah 
sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Ponorogo 
mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut: 

1. Fungsi mengadili  (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili 
dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 
dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan   pengarahan, bimbingan, dan 
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik 
menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi 
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.(vide: Pasal 53 
ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas 
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, 
dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan 
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) 
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum 
kesekretariatan serta pembangunan.( vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang 
hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. 
(vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006). 

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis 
dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan 
umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006). 

6. Fungsi Lainnya : 

 Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan 
instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: 
Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 

 Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya 
serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan 
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dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan 
Informasi di Pengadilan dan di ganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 
RI Nomor 2-144/KMS/SK/VIII/2022 tentang Standart Pelayanan Informasi Publik 
di Pengadilan. 

4. KEWENANGAN 
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DOKUMENTASI AUDIO VISUAL KEGIATAN 

 

Berikut ini adalah foto-foto kegiatan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Keterangan foto                                   Foto 2. Keterangan foto                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.  Keterangan foto                                    Foto 4.  Keterangan foto      
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REKAPITULASI KEGIATAN HARIAN KELOMPOK 

 

No Tanggal Tugas 

1 26 Mei 2025 

Pembukaan Magang Peradilan Agama Ponorogo Kelas 1A 

Mempelajari Pos Bantuan Hukum (Surat Gugatan, Surat 

Pemohonan, Dispensasi, Dll) 

Sidak Beberapa Ruangan Pengadilan Agama Ponorogo 

2 27 Mei 2025 

Administrasi (Pengambilan Berkas Perkara) Ruang Hakim 

Posbakum (Pembetulan Nama di Surat Nikah) 

Mempelajari Praktik Mediasi (Contoh Berkas Perkara, Sample 

Hasil Kesepakatan, Sistem Pelaporan, Sistematika Praktik) 

3 28 Mei 2025 

Administrasi (Mengantar Berkas Ke Ruang Sidang 2) 

Posbakum (Proses Perbaikan Nama ) 

Sidang : Cerai Talak(Pembuktian), Cerai gugat (Pembuktian), 

Sidang Waris (Diundur), Isbath Nikah (Berkas Belum Lengkap), 

Laporan Mediasi,  

Membuat Surat Kesepakatan Perdamaian 

4 2 Juni 2025 

Administrasi (Mengantar Berkas Ke Ruang Hakim) 

Posbakum (Gugatan Cerai , Surat Mohon Kringanan, Ganti Nama 

di Buku Nikah, ) 

Membuat Blangko Dispensasi Nikah 

Membuat Blangko Permohonan dpt pengguna lain dalam -Court 

Pengurusan Tutup Buku Rekening 

5 3 Juni 2025 

Membuat Surat Bukti Kehamilan 

Posbakum (Praktik Mengurus Laporan Gugatan Cerai) 

Membuat Surat Gugatan Cerai (Posita, Petitum) 

6 4 Juni 2025 

Membuat dan Menginput Surat Gugatan dan Talak 

Administrasi (Absen Kumpul di Media Center) 

Sharing bersama tim Publikasi PA-PO 

7 5 Juni 2025 

Membuat Surat Gugatan Ghoib 

Administrasi (Surat Akta Kedamaian  dan Surat Waris) 

Laporan Posbakum (50 Gugatan dan 44 Permohonan) 

Melaporkan Surat Penetapan Putusan Sengketa Waris 

Mengantarkan Berkas Perkara (Panitera dan Hakim ) 

Surat Gugatan Pengacara 

8 10 Juni 2025 
Input Surat Gugatan Pengacara 

Trasking Surat Reelas Panggilan 
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Dokumentasi Wawancara Mediator (UIN Ponorogo dan Ngabar) 

Refiil Surat Gugatan Mandiri 

9 11 Juni 2025 

Mengumpulkan Berkas sidang Ghoib dan Keliling 

Sidang Pembuktian : ( Hak Asuh Anak, Cerai Talak, Pembagian 

Waris, Gugat Cerai, Isbat Nikah, Cerai Ghoib, Sumpah Talak) 

Input Gugatan Mandiri 

10 12 Juni 2025 

Input Gugatan Mandiri 

Laporan Berkas Putusan Ke Panitera 

Absensi Kehadiran  

11 13 Juni 2025 

Sidang Keliling di Balai Desa Bajang, Balong 

Menyiapkan Pelantikan Hakim Baru (Drs. Miswan, S.H., M.H) 

Laporan Berkas Putusan ke PTSP dan Loket 

12 16 Juni 2025 

Upacara Apel Pagi Pengadilan Agama Ponorogo 

Input Gugatan Pengacara 

Persiapan Reelas Panggilan Kepada yang Berperkara 

Sidang Keliling Pengadilan Militer 

13 17 Juni 2025 SAKIT 

14 18 Juni 2025 

Input Gugatan Pengacara 

Penyerahan Surat Gugatan 

Sidang 1 (Alamat Tidak Jelas, Cabut Gugatan, Pembuktian, 

Gugatan Rekonvensi) 

Input Reelas Undangan Penggugat dan Pemohon 

15 19 Juni 2025 SAKIT 

16 20 Juni 2025 

Input Gugatan Pengacara 

Surat Penentapan Majlis Hakim  PA Ponorogo 

  

17 23 Juni 2025 

Input Gugatan Pengacara 

Membuat Denah Perkara Waris 

Melaporkan Rekap Penyebab Cerai Talak 2019 -2024 

Upacara Apel Pagi Pengadilan Agama Ponorogo 
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18 24 Juni 2025 

Pengarsipan  Perkara (Dispen Nikah, Perubahan Akta Nikah, 

Pengangkatan Anak, Isbath Nikah, Pembatalan Alta Cerai dan 

Wali Afdhol) 

Konsultsi ke ruang Mediator 

Penyempurnaan Desain Denah Perkara Waris 

Pengamblan Berkas Akta Cerai (PTSP. Pemberkasan) 

19 25 Juni 2025 Ambil CUTI 

20 26 Juni 2025 

Pelantikan Juru Sita dan Hakim Baru 

Input Surat Undangan Reelas 

  

21 30 Juni 

Upacara Apel Pagi Pengadilan Agama Ponorogo 

Penutupan Magang 
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LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN 

HASIL KEGIATAN 

Berisi kesimpulan dari kegiatan program pengalaman lapangan 

 

PENUTUP 

Demikian laporan kegiatan Progam Pengalaman Lapangan. yang menjadi 

tanggung jawab kami sebagai penyelenggara. Laporan kegiatan ini kami buat 

dengan sebenar- benarnya, jika masih terdapat banyak kesalahan pada laporan ini 

akan kami perbaiki lagi di kegiatan selanjutnya. 

Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah 

membantu terlaksananya acara ini sehingga terlaksana dengan lancer dan sukses. 

Semoga segala usaha kita mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. 

 

LAMPIRAN 

1. MoU, MoA, PKS atau IA dengan Mitra 

2. Daftar hadir 

3. Sertifikat 

4. Surat Izin Lembaga & Surat Balasan Penerimaan Mahasiswa Magang 

5. Lain-Lain 
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